













































































Pasal 62

(1) Pengenaan sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan izin
sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 huruf ¢ dan huruf d, dilakukan
apabila  pelanggar tidak melaksanakan sanksi administrasi berupa
paksaan pemerintah.

(2) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
penghentian sementara kegiatan;

pemindahan sarana kegiatan;

pembongkaran;

penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan
pelanggaran;

penghentian sementara seluruh kegiatan; dan

tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.
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(3) Pengenaan paksaan Pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran
apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan

perusakannya; dan/atau
c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup bila tidak segera

dihentikan perusakannya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Kerinci.
Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal zo cefTemger 2019
TI KERINCI,

ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh

pada tanggal 30 SePremzer 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KERINCI,

./-‘QW

GASDINUL GAZAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2019 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI:
(.../.../2019)
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